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A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab diatas
maka dapat disimpulkan bahwa Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten

Bantul untuk mengatasi kekurangan PNS sehubungan adanya kebijakan

moratorium ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengangkatan tenaga honorer.

2. Penataan ulang PNS

3. Penataan organisasi

4. Evaluasi organisasi

B. Saran

1. Untuk mengatasi kekurangan PNS agar tidak terjadi ketimpangan
jumlah pegawai di daerah di setiap instansi, pemerintah perlu
mempertimbangkan mutasi di setiap lingkungan organisasi instansi
unit kerja di daerahnya yang memiliki jumlah pegawai yang berlebih
atau yang masih belum mencukupi.

2. Meningkatkan dan memberdayakan potensi PNS yang ada seperti
pengangkatan tenaga honorer untuk bisa menjadi PNS agar kondisi
yang ada di setiap unit kerja bisa berjalan secara optimal sesuai dengan
kompetensi dan kemampuan yang dimiliki setiap PNS bisa

didayagunakan semaksimal mungkin.
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3. Perlu dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja agar sesuai
dengan kebutuhan PNS yang ada sehingga dari analisis ini dapat
dipergunakan sebagai refernsi untuk mengevaluasi organisasi khususnya
dari aspek ketersediaan PNS.

4. Kebijakan moratorium ini juga secara tidak langsung memberikan sisi
positif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi belanja
modal bagi APBD. Peningkatan belanja ini untuk pembenahan dan
pembangunan sarana infrastruktur bagi daerahnya. Sehingga anggaran
untuk biaya belanja pegawai bisa terkontrol dengan baik apabila tidak

mencapai diatas 50%.
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UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM RANGKA
MENGATASTI MASALAH KEKURANGAN PNS SEHUBUNGAN ADANYA
KEBLJAKAN MOMATORIUM PENGADAAL PNS

BKD KAB. BANTUL
Mulai Tanggal : 09 Oktober 2012 sd 09 Januari 2013

[‘.Fengaﬂ keteniuan sebaga berikut

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordimas: (menyampaikan maksud dan tujuan} dengan
institusi Pemerintah Desa setempal serta dnas alou ingtans lerkait untuk mendapakan petunjuk seperunya;
Wajib menjaga keteriban dan mematui peraluran perudangan yang beraku,

Izin hanya digunakan uniuk kegatan sesum izn yang dibenkan;

Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bantuk soffcopy (COY dan hardeopy kepada Pamearnntah
Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegialan,

1zin dapat dibatalkan sewal-wakiu apabila tidak memenuh keleniuan tersebut di alas;

temenuhi kelentuan. ehka dan norma yang berlaku i lokast kegatan: dan

Izin ini tidsk boleh disalahgunakan untuk tujuan lenentu yang dapal mengganggu kelertiban umum dan
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kestabilan pemerintah

Dikelyarkandi ; Bantul
Pada tanggal : 10 Oktober 2012
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